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WALlKaTA LANGSA
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA LANGSA TAHUN 2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LANGSA,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2009, perlu menjabarkan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional
pelaksanaan perubahan APBK Tahun Anggaran 2009;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diatur dengan peraturan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan {Lembaran Negara Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569) ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 {Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan tembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400} ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repuilik
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438) ;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah {Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Paraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan {Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570};

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah {Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelotaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585);

peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran N2gara Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tshun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah:

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
33. Qonun Komﬁ
/



Menetapkan

33. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Langsa Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2009 semula sejumlah Rp.362.795.388.821,-
bertamkah sejumiah Rp.6.476.819.017,- sehingga menjadi Rp.369.272.207.838,- dengan rincian sebagai
berikut :

1 Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 27,441,900,000
b. Dana Perimbangan Rp  314,336,488,821
¢. Lain Lain Pendapatan Yang Sah Rp 13,833,636,338

Jumiah Pendapatan Rp 355,612,025,159

2 Belanja Daerah:
Belanja Tidak Langsung:

a. Belanja Pegawai Rp  164,481,167,572
b. Belanja Bunga Rp -
c. Belanja Subsidi Rp -
d. Belanja Hibah Rp 2,649,850,000
e. Belanja Bantuan Sosial Rp 11,043,750,000
f. Belanja Bagi Hasil Rp -
g. Belanja Bantuan Keuangan Rp 8,204,389,200
h. Belanja Tidak Terduga Rp 400,000,000

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp  186,779,156,772

Belanja Langsung:

a. Belanja Pegawai Rp 59,700,013,647
b. Belanja Barang dan lasa Rp 53,190,312,381
¢. Belanja Modal Rp 69,602,725,038

Jumiah Belanja Langsung Rp  182,493,051,066
Jumlah Belanja Daerah Rp  369,272,207,838
Surplus / {Defisit) Rp (13,660,182,679)

3 Pembiayaan:
a. Penerimaan Rp 15,109,601,679
b. Pengeluaran Rp 1,449,419,000
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 13,660,182,679
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp -

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran |
Peraturan ini.

Pasal 3
Penjabaran Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran i
Peraturan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBK yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dslam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 6..;,/:



Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita

Daerah.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 8 September 2009 M
dhan 1430 H
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Diundangkan di Langsa
pada tanggal 8 September 2009 M

18 Ramadhan 1430 H

BERITA DAERAH TAHUN 2009 NOMOR 230



